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KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
 

 
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK  INDONESIA 

 
NOMOR  2  TAHUN 2006 

 
TENTANG  

 
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK IN DONESIA 

 
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA , 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional perlu diatur 
pembinaan dan penerapan pola karier pegawai yang adil dan transparan; 

b. bahwa berdasarkan hasil  evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola 
Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional 
dipandang perlu untuk disempurnakan; 

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu 
ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pola 
Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 
Nomor 50); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000  tentang Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 1966, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4019); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran … 



 - 2 -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 

8. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 tentang Sekolah Tinggi 
Pertanahan Nasional; 

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang 
Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional; 

11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan 
Nasional; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG 

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADA N 
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Unit Organisasi adalah unit organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang 

terdiri dari : 
 a. Badan Pertanahan Nasional; 
 b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, selanjutnya disebut Kantor 

Wilayah; 
 c. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Kantor Pertanahan; 
 d. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, selanjutnya disebut STPN. 
2. Pola karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur 

pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara penempatan, 
jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang 
Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama sampai dengan pensiun. 

3. Karier adalah seluruh jabatan yang dipegang oleh seseorang selama masa kerjanya. 
4. Sistem karier dan sistem prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian di mana 

pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan pada masa kerja, kesetiaan, 
pengabdian, kecakapan dan prestasi kerja yang bersangkutan, serta syarat-syarat obyektif 
lainnya. 

5. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. 

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan 
hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara. 

7. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu 
sistem organisasi negara. 

8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang 
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan/atau keterampilan tertentu 
serta bersifat mandiri. 

9. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam susunan organisasi. 

10. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah 
Badan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan 
Nasional mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari Jabatan 
Struktural dan pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki 
Jabatan Struktural serta kenaikan pangkat istimewa di lingkungan Badan Pertanahan 
Nasional. 

11. Pejabat…. 
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11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan 
dan/atau memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

12. Unit Kerja adalah satuan unit organisasi yang tercermin dalam subbagian dan seksi di 
Kantor Pertanahan, bagian dan bidang di Kantor Wilayah; serta sekretariat utama, deputi, 
inspektorat utama dan pusat di Badan Pertanahan Nasional. 

13. Kepala Biro adalah Kepala Biro yang bertanggung jawab dalam bidang kepegawaian. 
14. Penghargaan adalah piagam yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki 

prestasi tertentu dan berkaitan dengan bidang tugasnya. 
 

 
BAB II 

PEMBINAAN KARIER 
 

Pasal 2 
 

(1) Pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dimulai 
sejak pengangkatan seseorang sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil hingga pensiun atau 
berhenti. 

 
(2) Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada kebutuhan organisasi antara 

lain dengan mempertimbangkan  dari segi kualitas maupun kuantitas SDM pada satuan 
unit organisasi atau pertimbangan lain Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

 
(3) Pegawai Negeri Sipil yang lulus diklat dengan nilai terbaik memperoleh prioritas dalam 

promosi dan tugas belajar dengan mempertimbangkan konduite yang bersangkutan dan 
pertimbangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

 
(4) Lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang lulus dengan nilai terbaik memperoleh 

prioritas dalam promosi pertama kali dan tugas belajar, dengan memperhatikan formasi 
jabatan struktural yang tersedia, konduite yang bersangkutan dan pertimbangan dari 
Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

 
(5) Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dan melakukan inovasi yang bermanfaat bagi 

organisasi memperoleh prioritas dalam promosi dan tugas belajar selanjutnya dan 
pertimbangan Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

 
(6) Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan tugas belajar dengan nilai terbaik memperoleh 

prioritas dalam penempatan dan promosi. 
 

Pasal 3 
 
(1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Kantor Pertanahan yang belum pernah 

menduduki Jabatan Struktural secara berjenjang dapat diangkat untuk pertama kali dalam 
Jabatan Struktural Eselon V di Kantor Pertanahan atau Jabatan Struktural Eselon IV di 
Kantor Wilayah, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan Kantor Badan Pertanahan 
Nasional. 

 
(2) Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Wilayah yang belum 

pernah menduduki Jabatan Struktural secara berjenjang dapat diangkat untuk pertama kali 
dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, Sekolah Tinggi 
Pertanahan Nasional, atau Badan Pertanahan Nasional. 

 
(3) Penyimpangan terhadap ketentuan di atas hanya dapat dilakukan untuk pengangkatan 

Jabatan Struktural di daerah yang jumlah dan kualitas sumberdaya manusianya sangat 
terbatas, atau pertimbangan lain dari Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

 
 

BAB III 
PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL 

 
 

Pasal 4 …. 
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Pasal 4 
 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di lingkungan Badan 
Pertanahan Nasional dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan sistem karier dan sistem 
prestasi kerja. 

 
Pasal 5 

 
Secara normal alih tugas dan atau alih wilayah bagi Pejabat Struktural dapat dilaksanakan, 
dalam waktu antara 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. 
 

Pasal 6 
 
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural dan kemudian akan dimutasikan 
dalam suatu Jabatan Struktural maka jabatan yang akan didudukinya sekurang-kurangnya 
setingkat dengan jabatan yang terakhir. 
 
 

BAB IV 
PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL 

 
Pasal 7 

 
Persyaratan umum pengangkatan dalam Jabatan Struktural berdasarkan pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 8 
 
(1) Persyaratan khusus Jabatan Eselon V adalah sebagai berikut : 

a. pangkat/golongan minimal Pengatur Tk. I (II/d); 
b. pendidikan diutamakan serendah-rendahnya SMTA atau yang sederajat dengan 

memperhatikan pendidikan tertinggi yang dicapai para calon; 
c. memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang tugas untuk jabatan 

yang akan diduduki; 
d. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang 

tugasnya; 
e. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat berat dalam waktu 2 (dua) 

tahun terakhir. 
 

(2) Persyaratan khusus Jabatan Eselon IV adalah sebagai berikut : 
a. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tk. I (III/b); 
b. pernah menduduki jabatan struktural Eselon V di Kantor Pertanahan, jabatan 

fungsional, atau staf dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, 
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau Badan Pertanahan Nasional Pusat; 

c. pendidikan diutamakan serendah-rendahnya SMTA atau yang sederajat dengan 
memperhatikan pendidikan tertinggi yang dicapai para calon; 

d. memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang tugas untuk jabatan 
yang akan diduduki; 

e. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat 
IV (Diklatpim Tk.IV) atau yang dipersamakan; 

f. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang 
tugasnya; 

g. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun 
terakhir. 

 
(3) Persyaratan khusus Jabatan Eselon III adalah sebagai berikut: 

a. pangkat/golongan minimal Penata Tk. I (III/d); 
b. pendidikan diutamakan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau Diploma III atau yang 

sederajat dengan memperhatikan pendidikan tertinggi yang dicapai para calon; 
c. memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang tugas untuk jabatan 

yang akan diduduki; 
 

d. Pernah …. 
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d. pernah/sedang menduduki jabatan struktural setingkat di bawahnya atau jabatan 
fungsional yang setara dengan jabatan struktural eselon IV sekurang-kurangnya 2 
(dua) tahun; 

e. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III 
(Diklatpim Tk.III) atau yang dipersamakan; 

f. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang 
tugasnya; 

g. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun 
terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.  

 
(4) Persyaratan khusus Jabatan Eselon II adalah sebagai berikut : 

a. pangkat/golongan minimal Pembina Tk. I (IV/b); 
b. pendidikan diutamakan serendah-rendahnya Sarjana atau Diploma IV atau yang 

sederajat dengan memperhatikan pendidikan tertinggi yang dicapai para calon; 
c. memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang tugas untuk jabatan 

yang akan diduduki ; 
d. pernah/sedang menduduki jabatan struktural setingkat di bawahnya atau jabatan 

fungsional yang setara dengan jabatan struktural eselon III sekurang-kurangnya 2 
(dua) tahun; 

e. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II 
(Diklatpim Tk.II) atau yang dipersamakan; 

f. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun 
terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

 
Pasal 9 

 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, selain telah memenuhi 
persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), juga memenuhi 
persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4). 
 

 
BAB V 

PERPINDAHAN JABATAN ATAU WILAYAH KERJA 
 

Pasal 10 
 

(1) Dalam rangka pembinaan karier Pegawai, maka perpindahan jabatan dilakukan secara 
terencana baik dalam bentuk perpindahan antar unit kerja dan/atau perpindahan antar 
wilayah kerja. 

 
(2) Perpindahan jabatan dilakukan secara horizontal yaitu perpindahan jabatan dalam tingkat 

eselon yang sama atau secara vertikal yaitu perpindahan yang bersifat kenaikan jabatan 
atau promosi. 

 
(3) Perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) termasuk perpindahan 

dari Jabatan Struktural ke dalam Jabatan Fungsional atau sebaliknya. 
 
(4) Untuk kepentingan dan kelancaran tugas-tugas kedinasan, memperluas wawasan serta 

meningkatkan prestasi kerja, perpindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 
yang setingkat dalam perpindahan antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi 
dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 
(5) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam 1 (satu) unit 

organisasi atau antar unit organisasi dalam rangka mengisi jabatan yang lowong atau 
perpindahan antar jabatan dengan memperhatikan persyaratan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
(6) Perpindahan pejabat yang menduduki jabatan struktural dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 

Pasal 11 …. 
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Pasal 11 
 

(1) Permohonan pindah wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan setelah bertugas 
sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada unit kerja yang bersangkutan, kecuali: 
a. mengikuti suami sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/Pegawai Swasta; 
b. dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa/dari kawasan barat Indonesia ke kawasan timur 

Indonesia. 
 

(2) Permohonan pindah Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar tidak 
diperkenankan. 

 
(3) Permohonan pindah antar Provinsi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani tugas 

belajar di STPN dilaksanakan sekurang-kurangnya setelah yang bersangkutan 
melaksanakan tugas di tempat semula selama 4 (empat) tahun, kecuali ada pertimbangan 
lain dari Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

 
(4) Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perpindahan harus tetap melaksanakan tugas di 

tempat semula sebelum ada keputusan dari pejabat yang berwenang tentang 
perpindahannya. 

 
 

BAB VI 
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN 

 
Pasal 12 

 
Kepala Badan Pertanahan Nasional membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan 
Kepangkatan (BAPERJAKAT) pada Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Kantor Wilayah 
dan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional membentuk Tim Pembantu BAPERJAKAT, 
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

 
BAB VII 

PROSEDUR PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL 
 

Pasal 13 
 

(1) Kepala Biro melaporkan Jabatan Eselon II, III dan IV yang akan lowong paling lambat 3 
(tiga) bulan sebelumnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

 
(2) Kepala Subbagian yang bertanggung jawab dalam bidang Kepegawaian melaporkan 

Jabatan Eselon III, IV dan V yang akan lowong paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya 
kepada Kepala Kantor Wilayah atau Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.  

 
(3) Usulan pengisian jabatan yang akan lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 

dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya. 
 

Pasal 14 
 
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Eselon V diusulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau 

Kepala Bidang kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Bagian Tata Usaha dalam 
bentuk daftar calon disertai hasil penilaian. 

 
(2) Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar calon yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, dan 10 yang disusun 
berdasarkan daftar urut usulan pengangkatan (DUP) dalam jabatan dengan 
mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan (DUK). 

 
(3) Untuk promosi diusulkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang, sedangkan untuk 

alih tugas dan wilayah diusulkan 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. 
 

(4). Sekretaris …. 
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(4) Sekretaris Tim Pembantu BAPERJAKAT membuat daftar jabatan yang lowong dalam 
bentuk matrik. 

 
(5) Tim  Pembantu BAPERJAKAT mengusulkan calon-calon pejabat Eselon V kepada Kepala 

Kantor Wilayah. 
 
(6) Kepala Kantor Wilayah menetapkan 1 (satu) orang calon Pejabat Eselon V sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dan menerbitkan Surat Keputusan setelah mendapat persetujuan 
dari Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Pejabat yang ditunjuk, dalam waktu paling 
lama 30 hari kerja sejak usulan tersebut diterima. 

 
(7) Apabila dalam waktu 30 hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum 

mendapatkan persetujuan, maka Kepala Kantor Wilayah menetapkan Pejabat Eselon V 
tersebut. 

 
Pasal 15 

 
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Eselon IV diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah, Ketua 

STPN atau Pejabat Eselon I kepada Sekretaris Utama dalam bentuk daftar calon disertai 
hasil penilaian. 

 
(2) Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar calon yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, dan 10 yang disusun 
berdasarkan daftar urut usulan pengangkatan (DUP) dalam jabatan dengan 
mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan (DUK). 

 
(3) Untuk promosi diusulkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang, sedangkan untuk 

alih tugas dan wilayah diusulkan 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. 
 
(4) Kepala Biro secara fungsional membuat daftar jabatan yang lowong dengan meneliti dan 

menyusun nilai pertimbangan berdasarkan matrik yang diusulkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan menyiapkan usulan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

 
(5) Usulan promosi atau alih tugas dan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

diteruskan oleh Sekretaris Utama kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah 
mendapat pertimbangan kemampuan teknis dari Deputi terkait dan konduite para calon 
dari Inspektur Utama. 

 
(6) Deputi yang terkait dan Inspektur Utama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat 

belas) hari kerja harus sudah memberikan konfirmasi pengisian jabatan dan apabila lewat 
tenggang waktu tersebut maka sudah dianggap menyetujui. 

 
(7) Setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Biro 

menyiapkan Surat Keputusan Pengangkatan  Pejabat Eselon IV untuk ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang. 

 
Pasal 16 

 
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Eselon III diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah, Sekolah 

Tinggi Pertanahan Nasional dan Sekretaris Utama, Deputi serta Inspektur Utama kepada 
Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk daftar calon disertai hasil penilaian. 

 
(2) Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar calon yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, dan 10 yang disusun 
berdasarkan daftar urut usulan pengangkatan (DUP) dalam jabatan dengan 
mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan (DUK). 

 
(3) Untuk promosi diusulkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang, sedangkan untuk 

alih tugas dan wilayah diusulkan 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. 
 

(4). Kepala Biro …. 
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(4) Kepala Biro selaku Sekretaris BAPERJAKAT membuat daftar jabatan yang lowong dengan 
meneliti dan menyusun nilai pertimbangan berdasarkan matrik yang diusulkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
(5) Hasil BAPERJAKAT dibuat dalam daftar calon yang akan mengisi jabatan yang lowong 

atau mutasi tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan disertai 
pertimbangan hasil BAPERJAKAT  untuk menetapkan seorang calon yang paling 
memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut. 

 
(6) Setelah mendapat persetujuan Kepala Badan, Kepala Biro selaku Sekretaris 

BAPERJAKAT menyiapkan Surat Keputusan Pengangkatan  Pejabat Eselon III untuk 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

 
Pasal 17 

 
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Eselon II diusulkan oleh Sekretaris Utama, Deputi dan 

Inspektur Utama kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk daftar calon 
disertai hasil penilaian. 

 
(2) Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar calon yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, dan 10 yang disusun 
berdasarkan daftar urut usulan pengangkatan (DUP) dalam jabatan dengan 
mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan (DUK). 

 
(3)  Untuk promosi diusulkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang, sedangkan untuk 

alih tugas dan wilayah diusulkan 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. 
 
(4) Kepala Biro selaku Sekretaris BAPERJAKAT membuat daftar jabatan yang lowong dengan 

meneliti dan menyusun nilai pertimbangan berdasarkan matrik yang diusulkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
(5) Hasil BAPERJAKAT dibuat dalam daftar calon yang akan mengisi jabatan yang lowong 

atau mutasi tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan disertai 
pertimbangan hasil BAPERJAKAT untuk menetapkan seorang calon yang paling 
memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut. 

 
(6) Setelah mendapat persetujuan Kepala Badan, Kepala Biro selaku Sekretaris 

BAPERJAKAT menyiapkan Surat Keputusan Pengangkatan  Pejabat Eselon II untuk 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

 
Pasal 18 

 
Dalam hal calon yang diusulkan oleh BAPERJAKAT kepada Kepala Badan Pertanahan 
Nasional ditolak, maka Tim BAPERJAKAT segera melakukan rapat dengan mengusulkan 
calon lain yang memenuhi syarat. 

 
Pasal 19 

 
Pelantikan Pejabat Struktural dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat 
yang ditunjuk. 

 
 

BAB VIII 
TATA CARA PENILAIAN 

 
Pasal 20 

 
(1) Penilaian calon yang diusulkan untuk diangkat dalam suatu jabatan struktural dilakukan 

melalui penilaian berdasarkan nilai skor matrik terhadap unsur-unsur penilaian sebagai 
berikut : 
a. Kepangkatan/Golongan;  

b. Lama …. 
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b. Lama dalam Kepangkatan/Golongan;  
c. Pendidikan Formal;  
d. Pengalaman Dalam Jabatan;  
e. Pengalaman Penempatan;  
f. Diklat Kepemimpinan/Diklat Struktural;  
g. Lemhanas;  
h. Diklat Fungsional;  
i. Diklat Teknis;  
j. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);  
k. Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
l. Penghargaan Satyalencana Karya Satya;  
m. Penghargaan lainnya.  

 
(2) Selain dari unsur penilaian  tersebut diatas, oleh pejabat yang berwenang juga dilakukan 

penilaian terhadap kemampuan manajemen yang meliputi integritas, kompetensi dan 
komitmen. 

 
(3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tercantum dalam 

Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini. 
 

 
BAB IX 

JABATAN FUNGSIONAL 
 

Pasal 21 
 

(1) Persyaratan penilaian, pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional dilaksanakan 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
(2) Perpindahan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional dapat dilakukan apabila 

pegawai yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 
 

 
BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 22 
 

(1) Penempatan pegawai yang masih ada hubungan kekeluargaan seperti suami–isteri, orang 
tua–anak, kakak–adik tidak diperbolehkan pada satu unit satuan kerja; 

 
(2) Pengecualian untuk ayat (2) adalah untuk mereka yang menduduki jabatan fungsional. 
 
(3) Pegawai Negeri Sipil yang ada hubungan keluarga seperti suami–isteri, orang tua–anak,  

atau kakak–adik, tidak diperkenankan bekerja sebagai pengelola kegiatan. 
 

Pasal 23 
 
Sebagai bahan penilaian prestasi kerja, pimpinan mengisi buku penilaian kegiatan 
pelaksanaan pekerjaan bawahannya. 
 

Pasal 24 
 
Pengecualian dari ketentuan peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional. 

 
Pasal 25 

 
Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat meminta lembaga independen untuk melakukan fit 
and proper test terhadap calon-calon yang akan menduduki jabatan struktural eselon II 
kebawah. 
 

Pasal 26…. 
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Pasal 26 
 

Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan jabatan struktural eselon I dalam 
organisasi baru belum terisi, pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II kebawah dalam 
struktur organisasi baru ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

 
Pasal 27 

 
Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II kebawah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26, dapat meminta bantuan lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 untuk melakukan fit and proper test. 

 
BAB XI 

PENUTUP 
 

Pasal 28 
 

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan 
Pertanahan Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 
(2) Semua ketentuan bidang kepegawaian di lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang 

bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. 
 
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan 

Pertanahan Nasional. 
 

Pasal 29 
 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 
 Ditetapkan di  : Jakarta 

Pada tanggal :            
 

 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 

JOYO WINOTO, Ph.D. 
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LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 
  NOMOR ……………………….. TAHUN 2006 
 

PEDOMAN PENILAIAN CALON YANG DIUSULKAN 
UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL 

 

NO. UNSUR PENILAIAN KRITERIA PENILAIAN NILAI Bobot  

1.  KEPANGKATAN/GOLONGAN  1. Satu Tingkat di bawah jenjang 
kepangkatan (pangkat dasar) dalam 
eselon jabatan yang lowong. 

2. Telah mencapai pangkat dasar dalam 
jenjang kepangkatan dalam eselon 
jabatan yang lowong. 

3. Satu tingkat lebih tinggi dari pangkat 
dasar dalam jenjang kepangkatan 
eselon jabatan yang lowong. 

4. Dua tingkat lebih tinggi dari pangkat 
terendah untuk jenjang jabatan yang 
lowong. 

 

3 
 
 

7 
 
 

11 
 
 

 
15 

15 

2. M LAMA DALAM KEPANGKATAN/ 
GOLONGAN 

1. Kurang dari 2 tahun 
2. 2 hingga 4 tahun 
3. Lebih dari 4 tahun 
 

1 
3 
5 

5 

3.  PENDIDIKAN FORMAL 
 

1. Pendidikan tingkat Sekolah 
Menengah Tingkat Atas (SMTA). 

2. Pendidikan Sarjana Muda/ 
Diploma III. 

3. Pendidikan Sarjana (S1)= tidak 
sesuai bidang tugas  

4. Pendidikan Sarjana (S1)= sesuai 
bidang tugas 

5. Diploma IV STPN. 
6. Pendidikan Magister (S2), atau 

yang sederajat. 
7. Doktor (S3) atau yang sederajat. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

6 
 

6 
8 
 

11 

12 

4.  PENGALAMAN DALAM 
JABATAN STRUKTURAL 
 

1. Dalam Satu Unit Kerja 
2. Antar Unit Kerja atau Antar 

Wilayah  
3. Antar Unit Kerja dan Antar 

Wilayah 
 

5 
10 
15 
 

15 

5.  DIKLAT 
KEPEMIMPINAN/DIKLAT 
STRUKTURAL 
 
 

1. Belum pernah mengikuti Diklatpim 
Tk. IV atau yang sederajat. 

2. Telah mengikuti Diklatpim Tk. IV 
atau yang sederajat. 

3. Telah mengikuti Diklatpim Tk. III 
atau yang sederajat. 

4. Telah mengikuti Diklatpim Tk. II 
atau yang sederajat. 

5. Telah mengikuti Diklatpim Tk. I 
atau yang sederajat. 

 

0 
 

3 
 

6 
 

8 
 

10 

9 

6.  Lemhannas 1. Belum pernah Lemhannas 
2. Telah mengikuti Lemhannas 

0 
5 
 

5 
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NO. UNSUR PENILAIAN KRITERIA PENILAIAN NILAI Bobot  
     

7.  Diklat Fungsional 
 

1. Belum pernah Diklat Fungsional 
2. Kurang dari 200 jam. 
3. 201 sampai 400 jam. 
4. 401 sampai 600 jam. 
5. 601 sampai 800 jam. 
6. Lebih dari 800 jam 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
 

5 

8.  Diklat Teknis 
(Yang Terkait dengan Bidang 
Tugas) 

1. Belum Pernah Diklat Teknis 
2. Lulus Diklat Teknis Tingkat Dasar 

nyang Kurang Terkait dengan 
Bidang Tugas 

3. Lulus Diklat Teknis Tingkat 
Lanjutan yang Kurang Terkait 
dengan Bidang Tugas 

4. Lulus Diklat Teknis Tingkat Dasar 
yang Terkait dengan Bidang 
Tugas 

5. Lulus Diklat Teknis Tingkat 
Lanjutan yang Terkait dengan 
Bidang Tugas 

 

0 
2 
 
 

3 
 
 

4 
 

5 

5 

9.  DAFTAR PENILAIAN 
PELAKSANAAN PEKERJAAN 
(DP3). 

Nilai rata-rata 2 tahun terakhir : 
(setiap unsur bernilai baik) 
1. 76 – 80 
2. 81 – 85 
3. 86 – 90 
4. 91 – 95 
5. 96 – 100 
 

 
 

2 
4 
6 
8 
10 

9 

10.  HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI 
NEGERI SIPIL. 
(dua tahun terakhir) 

1. Pernah dikenakan hukuman 
disiplin berat. 

2. Pernah dikenakan hukuman 
disiplin sedang. 

3. Pernah dikenakan hukuman 
disiplin ringan. 

4. Tidak Pernah dikenakan hukuman 
disiplin. 

 

-15 
 

-10 
 

-5 
 

0 

-15 

11.  PENGHARGAAN 
SATYALENCANA KARYA 
SATYA 
 

1. Tidak Pernah Memperoleh 
Penghargaan 

2. Pernah mendapat penghargaan 
dengan masa kerja 10 tahun. 

3. Pernah mendapat penghargaan 
dengan masa kerja 20 tahun. 

4. Pernah mendapat penghargaan 
dengan masa kerja 30 tahun. 

5. Pernah mendapat penghargaan 
Wirakarya. 

6. Pernah mendapat penghargaan 
Bintang Jasa. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

5 

11. PENGHARGAAN LAINNYA 
(Yang Berkaitan dengan Bidang 
Tugas) 
 

1. Tidak Pernah Memperoleh 
Penghargaan 

2. Penghargaan Tingkat Lokal 
3. Penghargaan Tingkat Nasional 
4. Penghargaan Tingkat 

Internasional  
 

0 
 

1 
3 
5 

5 
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NO. UNSUR PENILAIAN KRITERIA PENILAIAN NILAI Bobot  
12. PENGALAMAN PENEMPATAN 

 
1. Tidak pernah ditempatkan di 

daerah konflik atau tertinggal. 
2. Sedang/pernah ditempatkan di 

daerah tertinggal 
3. Sedang/pernah ditempatkan di 

daerah konflik 
4. Sedang/pernah ditempatkan di 

daerah tertinggal dan daerah 
konflik. 

 

0 
 

4 
 

7 
 

10 

10 

 
  

                                Jakarta,              
      

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 
 

JOYO WINOTO, Ph.D. 
 



 

   

LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 
  NOMOR ……………………….. TAHUN 2006 
 

 
PENILAIAN CALON YANG DIUSULKAN DALAM JABATAN STRUKTURAL 

 DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
 

NO UNSUR PENILAIAN NILAI BOBOT NILAI 

1. KEPANGKATAN 15 0.15   

2. LAMA KEPANGKATAN 5 0.5     

3. PENDIDIKAN 12 0.10     

4. PENGALAMAN JABATAN 15 0.15     

5. DIKLAT KEPEMIMPINAN 9 0.10     

6. LEMHANNAS 5 0.5     

7. DIKLAT FUNGSIONAL 5 0.5     

8. DIKLAT TEKNIS 5 0.5     

9. DP 3 9 0.10     

10. HUKUMAN -15 -0.15     

11. SATYA LENCANA 5 0.5     

12. PENGHARGAAN 5 0.5     

13. PENGALAMAN PENEMPATAN 10 0.10     

JUMLAH 100 1.00     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LAMPIRAN III : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 
  NOMOR ……………………….. TAHUN 2006 
 
DAFTAR CALON YANG DIUSULKAN UNTUK DIANGKAT DALAM SUATU JABATAN (DISUSUN BERDASARKAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN) 
 

NO. NAMA 
NIP/ 
NRK 

PANGKAT JABATAN MASA KERJA LATIHAN JABATAN PENDIDIKAN USIA 
TGL. 

LAHIR 

CATATAN 
MUTASI 
KEPEG. 

NILAI 
MATRIK

PERSYARATAN
GOL. 

RUANG 
T.M.T NAMA T.M.T THN BLN 

 
NAMA 

BLN & 
THN 

JML 
JAM 

NAMA 
LULUS 

THN 
TINGKAT 

IJAZAH 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                

 
 

 ………………………,………………………….. 
DEPUTI BIDANG ………../KAPUS ……../KAKANWIL BPN PROVINSI …….. 
KETUA STPN/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA ………………. 

 
 
 

NIP. ………………….. 
 



 

LAMPIRAN IV : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR :  ……………………….. TAHUN 2006  
 
 

 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 
I. KETERANGAN PERORANGAN 

1. NAMA LENGKAP  

2. NIP/NRP  

3. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI*) 

4. TEMPAT TANGGAL LAHIR/UMUR  

5. PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT  

6. JABATAN/ESELON  

7. AGAMA  

8. STATUS PERKAWINAN KAWIN/TIDAK KAWIN/JANDA/DUDA*) 

9. ALAMAT RUMAH  

10. NPWP  

 
II. RIWAYAT JABATAN 

NO NAMA JABATAN 
DARI TGL/TH 
S/D TGL/TH 

INSTANSI 
INDUK 

KETERANGAN 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

 
III. RIWAYAT KEPANGKATAN 

NO PANGKAT 
GOLONGAN 

RUANG 
TMT KETERANGAN 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

 
IV. PENDIDIKAN 

1 PENDIDIKAN UMUM (SESUDAH SLTA) DI DALAM NEGERI/LUAR NEGERI 

NO 
AKADEMI/ 

PERGURUAN 
TINGGI 

JURUSAN 
TAHUN 
LULUS 

KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

     

     

     

  



 

  

2 PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENJENJANGAN 

NO 
PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN 
STRUKTURAL 

INSTANSI 
PENYELENGGARA 

TAHUN LULUS KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

3 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL 

NO 
PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN 
FUNGSIONAL 

INSTANSI 
PENYELENGGARA 

TAHUN LULUS KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LAIN-LAIN 

NO NAMA KURSUS 
INSTANSI 

PENYELENGGARA 
TAHUN LULUS KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
V. TANDA JASA/KEHORMATAN 
 

NO 
NAMA BINTANG JASA/SATYA 

LENCANA/KEHORMATAN 
TAHUN 

PEROLEHAN 
NAMA NEGARA YANG  

MEMBERI 

1 2 3 4 
    

    

    

    

    

    

 
 



 

 
VI. DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP-3) 
 

NO TAHUN 
NILAI 

RATA-RATA 
KETERANGAN 

1 2 3 4 
    

    

    

    

    

    

 
 
VII. PENGALAMAN PENEMPATAN 
 

A. TINGKAT NASIONAL **)  

B. TINGKAT INSTANSI  

 
 
VIII. HUKUMAN DISIPLIN 
 

NO TINGKAT HUKUMAN TAHUN KETERANGAN 

1 2 3 4 
    

    

    

    

    

    

 
 
 


